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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

TENTANG

PENYEDIAAN 1 (SATU) CORE FIBER OPTIK MILIK PT IFORTE SOLUSI

INFOTEK DI KABUPATEN DEMAK SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB

SOSIAL/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENUNJANG
PROGRAM SMART CITY

NOMOR : 415.4/25/PKS/IV/2022

NOMOR : 012/ISI-PEMKAB DEMAK/PKS/IV/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu dua puluh
dua (14-04-2022) di Kabupaten Demak yang bertanda tangan dibawah ini :

I.

II.

ENDAH CAHYA
RINI

PRAWIRO
HARJONO

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak,
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4 Demak,
berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor:
415.4/23/SKB/1V/2022 tanggal 12 April 2022,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Kuasa Direksi PT IForte Solusi Infotek,
berkedudukan di Kudus, Jalan Tanjung Karang
No. 11, Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Direksi Nomor : 293/SK-ISI/L-
iForte/IV/2022 tanggal 04 April 2022, yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 115 tanggal 25
Februari 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi
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Utami, Notaris di Jakarta Barat yang
pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tercantum suratnya
nomor AHU-AH.01.03-0128797 tanggal 26
Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili PT IForte Solusi

Infotek selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama — sama selanjutnya
disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Desease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
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10.

11.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
©322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 371);

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
76/Kep/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan
Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak
Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap
Tertutup Berbasis Kabel; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1); dan

Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di
Kabupaten Demak.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Penyediaan 1 (Satu) Core Fiber Optik Milik PT iForte Solusi Infotek di
Kabupaten Demak Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial/ Corporate Social
Responsibility dalam Menunjang Program Smart City sebagai tindak lanjut
dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT
IForte Solusi Infotek tentang Penggelaran Jaringan Fiber Optik Milik PT IForte
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Solusi Infotek Di Kabupaten Demak Nomor: 415.4/18/KB/11/2022 Nomor:
011/ISI-PEMKAB DEMAK/MOU/IV/2022 tanggal 11 April 2022, dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1.
2,
3.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
Daerah adalah seluruh wilayah Kabupaten Demak;

Pemerintah Kabupaten Demak adalah Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Demak;

Jaringan Fiber Optik adalah jaringan kabel serat optik milik dan/atau
jaringan yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA yang telah dibangun
dan ditempatkan di Lokasi sebelum Tanggal Efektif, dimana penempatan
kabel serat optik tersebut menggunakan tiang (pole);

1 (Satu) Core Fiber Optik adalah bagian dari Jaringan Fiber Optik yang
disediakan PIHAK KEDUA untuk dapat digunakan oleh PIHAK KESATU
dalam menunjang Program Smart City, dimana detail, spesifikasi dan
jalurnya adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2
Perjanjian Kerja Sama ini;

Lokasi adalah lahan dan/atau area dan/atau ruang dan/atau jalan di
Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Demak, dimana
Jaringan Fiber Optik telah dibangun dan ditempatkan sebagaimana
detailnya disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini;

Spesifikasi Teknis adalah spesifikasi teknis dari Jaringan Fiber Optik
dan 1 (Satu) Core Fiber Optik sebagaimana diatur dalam Lampiran 1
Perjanjian Kerja Sama ini;

Tanggung Jawab Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR) adalah
tanggung jawab sosial yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KESATU schubungan dengan penyediaan 1 (Satu) Core Fiber Optik
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
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(2)

Program Smart City adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten yang
berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih
makmur. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan informasi berbasis
Fiber Optik yang berkecepatan tinggi. Mendapatkan dukungan 1 (satu)
Core Fiber Optik yang disediakan PIHAK KEDUA sebagai bentuk
Tanggung Jawab Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR), dimana
area

Program Smart City adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3
Perjanjian Kerjasama ini; dan

Perangkat Aktif adalah seluruh perangkat yang disediakan oleh PIHAK
KESATU untuk menunjang Program Smart City.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA
PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerjasama terkait Tanggung Jawab
Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR) PIHAK KEDUA kepada
PIHAK KESATU berupa penyediaan 1 (Satu) Core Fiber Optik yang akan
digunakan PIHAK KESATU untuk mendukung Program Smart City.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dukungan
bagi Program Smart City, agar pelaksanaan Program Smart City dapat
berjalan dengan baik khususnya kecepatan akses internet berbasis fiber
optik di tingkat Kecamatan untuk memperkuat akses data dan informasi
ke Desa di Daerah.

BAB III
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3
Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan 1 (Satu) Core Fiber
Optik oleh PIHAK KEDUA selama Jangka Waktu Perjanjian untuk

digunakan PIHAK KESATU dalam mendukung Program Smart City,
sebagaimana jalurnya disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja

Sama ini.
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. Obyek Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini

akan dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai maksud dan tujuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

. PARA PIHAK sepakat bahwa:

a. setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka 1
(Satu) Core Fiber Optik tetap menjadi hak dan milik PIHAK KEDUA,
dan tidak ada peralihan kepemilikan atas 1 (Satu) Core Fiber Optik
tersebut kepada PIHAK KESATU;,

b. pemanfaatan 1 (Satu) Core Fiber Optik oleh PIHAK KESATU
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung
Program Smart City, dan bukan untuk tujuan komersial apapun.
PIHAK KESATU menjamin tidak akan dan tidak berhak menjual,
menyewakan, dan/atau mengalihkan (dalam bentuk apapun) 1 (satu)

Core Fiber Optik (maupun bagian daripadanya) kepada pihak ketiga
manapun.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a.

(1)

pemanfaatan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh PIHAK KESATU untuk
mendukung Program Digitalisasi Desa, dengan perincian jalur
sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini; dan

penyediaan Perangkat Aktif oleh PIHAK KESATU (termasuk seluruh
biaya yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK
KESATU).

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat bahwa pemanfaatan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh
PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk
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(2)

(1)

mendukung Program Smart City, dan bukan untuk tujuan komersial
apapun. PIHAK KESATU menjamin tidak akan dan tidak berhak
menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan (dalam bentuk apapun) 1
(satu) Core Fiber Optik (maupun bagian daripadanya) kepada pihak
ketiga manapun.

Terkait dengan penggunaan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh PIHAK
KESATU:

a.

b.

PIHAK KESATU hanya boleh memasang Perangkat Aktif di setiap 1
(Satu) Core Fiber Optik;

Perangkat Aktif PIHAK KESATU yang dipasang pada Fiber Akses
Terminal (“FAT”) yang terhubung dengan 1 (satu) Core Fiber Optik
adalah sebagaimana terperinci dalam Lampiran 4 Perjanjian Kerja
Sama ini, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas terhadap
Spesifikasi Teknis sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KEDUA
Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini; dan

atas penggunaan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh PIHAK KESATU
selama Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak
membebankan biaya pemanfaatan/biaya sewa.

BAB VI
LOKASI JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 6

Rincian Lokasi Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada
Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak PIHAK KESATU selama Jangka Waktu Perjanjian:

a.

memanfaatkan 1 (satu) Core Fiber Optik, untuk dipergunakan dalam
mendukung Program Smart City;

mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA, berupa penyambungan
antara FAT dari 1 (satu) Core Fiber Optik dengan FAT Perangkat Aktif
PIHAK KESATU; dan
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C.

mendapatkan layanan perawatan dan pemeliharaan atas 1 (satu) Core
Fiber Optik dari PIHAK KEDUA jika terjadi gangguan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

a.

menyediakan Perangkat Aktif yang diperlukan (termasuk seluruh
biaya yang diperlukan,;

melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian,
pemindahan, dan pengoperasian Perangkat Aktif;

mengelola konektifitas pada setiap 1 (satu) Core Fiber Optik yang
disediakan oleh PIHAK KEDUA;

menjamin bahwa Lokasi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian
Kerja Sama ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Demalk;

. menjamin bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian, Lokasi dapat

digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menempatkan Jaringan Fiber
Optik; dan

menjamin bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka
Jaringan Fiber Optik dan 1 (satu) Core Fiber Optik tetap menjadi hak
dan milik PIHAK KEDUA, dan tidak ada peralihan kepemilikan atas
Jaringan Fiber Optik dan 1 (satu) Core Fiber Optik kepada PIHAK
KESATU.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

a.

menggunakan Jaringan Fiber Optik untuk kegiatan operasional, usaha
dan bisnis dari PIHAK KEDUA, termasuk penggunaan komersial oleh
PIHAK KEDUA kepada pelanggannya,;

mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa Lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik
Pemerintah Kabupaten Demak; dan

apabila terjadi masalah yang timbul sehubungan dengan penggunaan
Lokasi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berkewajiban
menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjamin bahwa PIHAK
KEDUA tetap dapat memanfaatkan Jaringan Fiber Optik selama
penyelesaian permasalahan tersebut masih berlangsung.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA selama Jangka Waktu Perjanjian:

a. menyediakan 1 (satu) Core Fiber Optik sesuai Lokasi sebagaimana

disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan




b. melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan Jaringan Fiber

Optik dan 1 (satu) Core Fiber Optik berdasarkan ketentuan Perjanjian
Kerja Sama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak di
tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat
diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB SOSIAL/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pasal 9

Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR)
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menyediakan 1
(satu) Core Fiber Optik sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 10

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diputuskan secara sepihak, bilamana
salah satu Pihak tidak memenuhi atau melalaikan seluruh maupun
sebagian isi dari Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun telah
diperingatkan dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut, dengan interval jangka waktu masing-masing surat peringatan
adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya
surat peringatan oleh Pihak yang seharusnya menerima surat peringatan
tersebut.

(2) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk alasan
apapun setelah memberikan setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender
dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KESATU.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi setiap
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